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ABSTRACT 

 

Mining activities always provide negative potential in environmental and social aspects. This can be identified in the 

emergence of community opposition to mining activities. To reduce this, mutually beneficial handling between the 

Company and the Community is needed, Thus, local governments have a role to create good and mutually beneficial 

relationships through Collaborative Governance policies. This study seeks to identify the concept of Collaborative 

Governance carried out in the implementation of the TJSL program at the C Quarry in Banyuwangi Regency through 

relations between local governments, mining companies, and civil society. Implementing a qualitative approach with 

the type of case study. Primary data contains observations, interviews, and documentation. Secondary data contains 

findings in journals, books, and other literature. The results of the study stated that Collaborative Governance in the 

mining sector carried out through the implementation of the TJSL program at the C Quarry in Banyuwangi Regency 

involved several stakeholders including the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Banyuwangi Regional 

Government, the Environmental Agency, Mining Companies, and Community Leaders. The mining company actualizes 

the TJSL principle which is carried out by implementing several programs, namely by contributing material funds to 

each hamlet allocated to the realm of places of worship, besides that the company is also responsible for all damage 

that occurs as a result of the activities of highly loaded mining trucks to road infrastructure, as well as sirtu mining 

material products allocated to community needs as building materials, thus creating a mutually beneficial relationship. 
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ABSTRAK 

 

Aktivitas pertambangan senantiasa memberikan potensi yang negative pada aspek lingkungan dan sosial. Hal ini dapat 

diidentifikasi pada munculnya pertentangan Masyarakat pada aktivitas pertambangan. Untuk mereduksi hal itu, 

dibutuhkan penanganan yang saling menguntungkan antara Perusahaan dan Masyarakat, Dengan demikian, 

pemerintah daerah memiliki peran untuk menciptakan hubungan yang baik dan saling menguntungkan melalui 

kebijakan Collaborative Governance. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi konsep Collaborative 

Governance yang dilakukan dalam implementasi program TJSL pada Tambang Galian C di Kabupaten Banyuwangi 

melalui relasi antara pemerintah daerah, Perusahaan tambang, dan masyarakat sipil. Mengimplementasikan 

pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, Data primer memuat hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Data 

sekunder memuat temuan pada jurnal, buku, dan literatur lain. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Collaborative 

Governance pada sektor pertambangan yang dilakukan melalui implementasi program TJSL pada Tambang Galian C 

di Kabupaten Banyuwangi melibatkan beberapa stakeholder yang meliputi kementrian ESDM, Pemerintah Daerah 

Banyuwangi, Dinas Lingkungan Hidup, Perusahaan Tambang, dan Tokoh Masyarakat. Perusahaan tambang 

mengaktualisasi prinsip TJSL yang dilakukan dengan menerapkan beberapa program yaitu dengan memberikan 

sumbangan dana materiil pada tiap dusun yang dialokasikan ke ranah tempat ibadah, selain itu perusahaan juga 

bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi akibat dari aktivitas truk tambang yang bermuatan tinggi 

terhadap infrastruktur jalan, serta hasil meterial tambang sirtu yang dialokasikan pada kebutuhan masyarakat sebagai 

bahan bangunan, sehingga menciptakan relasi yang saling menguntungkan.  

 

Kata Kunci : Collaborative Governance, TJSL, Pemerintah Daerah 
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1. Pendahuluan 

 

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

menyebutkan terkait perlunya tuntutan lingkungan atas 

operasional kerja yang berhubungan dengan sektor SDA 

(Penjelasan Pasal 74 ayat 1 UU PT). Dan hal itu secara 

spesifik tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan (Penjelasan Pasal 2 PP TJSL PT). 

Idealnya, konstelasi TJSL mampu dimanfaatkan oleh 

masyarakat dan pemerintah sebagai agenda dalam 

rangka strategi alternatif untuk menciptakan aktivitas 

peningkatan perekonomian masyarakat. Pada saat ini, 

konsep, ruang lingkup serta pelaksanaan TJSL dalam 

beberapa tata tertib perundang-undangan mempunyai 

sifat yang tidak koheren. Hal itu berdasarkan pada 

penggunaan istilah untuk mengidentifikasi beban TJSL 

pada beberapa norma. Sebutan yang berbeda mampu 

menciptakan interpretasi yang berlainan, dengan 

demikian memunculkan output berbeda (Karjoko et al., 

2019). 

Istilah TJSL senantiasa disamakan dengan 

istilah CSR. Namun, pada dasarnya memiliki substansi 

yang sedikit berbeda. Konteks program TJSL bersifat 

legal obligation, terakait hal tersebut terdapat 

keharusan untuk bertanggung jawab atas instruksi pada 

undang-undang, serta mereklamasi maupun 

memberikan kompensasi atas kerusakan yang 

diciptakan. Sedangkan Corporate Social Responsibility 

berada pada ranah moral dan bersifat sukarela 

(Voluntary), ketentuannya tidak sama dengan hukum 

(Fauzi, 2020). Hal itu merupakan sebagai upaya 

menciptakan program SDGs yang berkesinambungan. 

Beban industri memiliki fungsi dalam menaplikasikan 

strategi SDGs yang diorientasikan sebagai usaha 

menumbuhkan struktur kehidupan dan lingkungan, hal 

ini meliputi implikasi yang baik pada perseroan, 

masyarakat lokal, hingga masyarakat secara 

menyeluruh. Orientasi yang akan dicapai dengan 

adanya peraturan tersebut, sebagai agenda dalam 

membentuk relasi antara perseroan yang 

berkesinambungan dan relevan dengan lingkungan, 

norma, nilai serta budaya masyarakat sekitar (Naiborhu, 

2018). Implementasi TJSL perusahaan sepatunya 

dikondisikan dengan kapabilitas perusahaan serta 

kebutuhan masyarakat lokal. Secara ideal, rencana 

TJSL perlu disusun oleh bersama antara tiga pihak 

yaitu antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat 

sekitar. Upaya perusahaan melakukan TJSL 

membutuhkan dukungan dari pemerintah serta 

masyarakat.  

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

merupakan bentuk tuntutan atas masyarakat serta 

pemerintah berdasarkan konsekuensi perkembangan 

usaha yang memiliki potensi mengganggu 

keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem 

lingkungan titik aktivitasnya (Said, 2018). 

Implementasi TJSL adalah bersifat mandatory (legal 

obligation) bentuk amanat Pasal 33 UUD 1945, tidak 

sama dengan rata-rata negara lain yang bersifat 

voluntary. Konsekuensi negatif yang timbul dari tidak 

diaturnya acuan efektifitas penerapan TJSL perusahaan 

kepada masyarakat lokal. Hingga dapat menciptakan 

permasalahan yaitu mampu membuka potensi 

kesalahan bagi perusahaan dalam menginterpretasi 

istilah tersebut kedalam program TJSL. Sehingga, 

pelaksanaan program TJSL tidak berkesinambungan 

dan tidak efektif (Hidayat et al., 2020). Dengan 

demikian diperlukan langkah dan strategi yang harus 

dilakukan oleh pemerintah daerah, perusahaan, serta 

masyarakat untuk mencapai suatu konsensus dalam 

rangka menghindari potensi permasalahan lingkungan 

yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan. 

Collaborative Governance diharapkan mampu 

mengatasi perosoalan tersebut melalui dukungan dari 

program pemerintah daerah. Collaborative Governance 

adalah suatu fase yang memuat para stakeholder yang 

senantiasa memiliki kepentingan masing-masing dalam 

rangka mewujudkan suatu tujuan Bersama (Hartman, 

2002). Collaborative atau kolaborasi merupakan suatu 

mekanisme Kerjasama yang dilakukan oleh masing-

masing actor antara pemerintah, Perusahaan, dan 

Masyarakat sipil sebagai upaya menciptakan tujuan 

secara kolektif  (Rahajeng & Manaf, 2015). Landasan 

fundamental pada tujuan kolaborasi ini dalam rangka 

merealisasikan suatu unsur kemanfaatan atau 

mutualisme. Kolaborasi ini diperuntukan untuk 

memberikan Solusi permasalahan pada suatu sistem 

yang memiliki kompleksitas tinggi. Dalam hal ini 

Kerjasama merupakan sebuah mekanisme sosial yang 

memuat tindakan tertentu yang berorientasi pada tujuan 

kolektif dengan saling berkaitan satu sama lain 

(Abdulsyani, 1994).  

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah et 

al.,(2023) yang berjudul “Proses Collaborative 

Governance dalam Penanganan Banjir di Kota 

Semarang” menyatakan bahwa penanganan banjir di 

Kota Semarang dengan menggunakan Collaborative 

Governance melibatkan WaliKota, BPBD, swasta, 

masyarakat.  Sehingga, struktur relasi yang terbentuk 

mampu berjalang dengan baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bela & Utama, 

(2022) berjudul “Model Collaborative Governance 

dalam Pembangunan Pariwisata Alam di Kecamatan 

Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu” 

menyebutkan bahwa dalam rangka melakukan 

Pembangunan pariwisata, Kabupaten Ogan 

mengaktualisasi model Collaborative Governance 

dengan strategi yang menjunjung tinggi diskusi atau 

dialog melalui perumusan idedntifikasi masalah dan 

strategi alternatif kebijakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fadlurrahman et 

al., (2022) dengan judul “Collaborative Governance 

Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di 

Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur” yang 

menyebutkan bahwa diperlukan adanya unsur 

musyawarah yang diorientasikan untuk menciptakan 

network administrative sehingga mampu menguraikan 

lebih spesifik tugas dan fungsi stakeholder, serta 
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dibutuhkan organisasi yang bertujuan sebagai 

pengembang pariwisata. 

Sehingga, penelitian ini digunakan untuk 

mengidentifikasi konsep Collaborative Governance 

pada sektor pertambangan yang dilakukan melalui 

implementasi program TJSL pada Tambang Galian C 

di Kabupaten Banyuwangi melalui relasi antara 

pemerintah daerah, PT. AMS, dan masyarakat sipil. 

Secara umum, metode dalam penelitian ini 

mengaplikasikan pendekatan kualitatif serta jenis studi 

kasus. Menurut John W. Creswell, pendekatan 

penelitian kualitatif adalah suatu teknik identifikasi 

dalam rangka mengkonstruksi problem sosial atau 

manusia berlandaskan pembentukan gambar holistik 

yang dicetuskan melalui narasi, memberikan perspektif 

informan dengan mendetail, serta dirumuskan pada 

latar ilmiah. Sedangkan studi kasus adalah cara 

pengumpulan data serta informasi yang terorganisir, 

komprehensif, mendetail, kompleks. Hal ini meliputi 

aspek fisik, psikologis, fenomena, latar sosial dengan 

tujuan utama untuk mengetahui secara mendalam 

terkait kasus yang sedang diteliti (Samsu, 2017). 

 

2. Pembahasan 

Kebijakan Pemerintah Daerah Banyuwangi Melalui 

Fungsi Desentralisasi 

Di Indonesia, konsep otonomi daerah muncul sedari 

awal diluncurkan Decentralisatiewet S 1903/329 tepat 

tahun 1903. Era otonomi daerah seperti baru dilakukan 

pada tahun 1999 setelah pemerintah RI mengesahkan 

UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemda (Sufianto, 2020). 

Berlandaskan pada perspektif pemberdayaan politik, 

orientasi desentralisasi dapat dipandang melalui dua 

sudut pandang, yakni Pemerintah Daerah dan 

Pemerintah Pusat. Orientasi konsep desentralisasi 

berdasarkan perspektif Pemerintahan Daerah merupakan 

agenda untuk menciptakan persamaan politik, 

akuntabilitas local, dan responsivitas lokal. Pelaksanaan 

sistem Pemerintahan Daerah memuat revolusi yang 

fundamental setelah pengesahan UU Pemda. Asas yang 

diimplementasikan dalam muatan regulasi tersebut 

merupakan prinsip authonomie sadzung yang memiliki 

kompleksitas luas. Dalam konteks ini, daerah bebankan 

wewenang untuk menjalankan segala tugas dan fungsi 

pemerintah daerah diluar yang menjadi tugas dan fungsi 

pemetintah pusat. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah menjelaskan terkait pengertian Pemda yang 

diartikan selaku tata kelola pemerintahan, yang diartikan 

dengan Pemda dapat didefinisikan sebagai pengelola 

koordinasi pemerintahan. Dalam hal ini adalah bupati 

atau walikota serta DPRD berlandaskan hakikat otonomi 

yang memuat kompleksitas dalam suatu skema dan 

komitmen NKRI sebagaimana termaktub pada UUD 

1945 (Penjelasan Pasal 1 ayat 2 UU Pemda). 

Implementasi regulasi tentang otonomi yang luas 

kepada Pemda, hal itu memiliki orientasi sebagai upaya 

Pemda dapat mengalami evolusi serta mandiri dalam 

melaksanakan dan mengkoordinasi sistem 

pemerintahannya (Fauzi, 2019). Produk kebijakan 

desentralisasi mampu diidentifikasi berdasarkan 

beberapa faktor yang meliputi pengembangan sisi 

ekonomi masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, 

serta fleksibilitas program pembangunan. Dalam rangka 

mengidentifikasi konsep desentralisasi pemerintah 

daerah terkait intensitas pertumbuhan ekonomi 

Masyarakat, dapat dilakukan berlandasakan pada asumsi 

intervensi peranan pemerintah daerah dalam menyokong 

pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Sehingga, 

program pembangunan ekonomi pemerintah daerah 

sangat strategis untuk mengimplementasikan 

peningkatan dibidang ekonomi (Habibi, 2015). Mengacu 

pada Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup menjelaskan secara general mengenai 

fungsi RPPLH sebagai unsur dalam pembentukan 

RPJPD dan RPJMD (Penjelasan Pasal 10 ayat 2 UU 

PPLH). Serta Pasal 12 Ayat (2) apabila RPPLH belum 

direncanakan, maka dapat melakukan optimalisasi 

pemanfaatan SDA dengan memuat aspek lingkungan 

berkelanjutan, mempertimbangkan produktivitas 

lingkungan, keselamatan dan kesejahteraan (Penjelasan 

Pasal 12 ayat 2 UU PPLH). 

Selain itu, dalam agenda memproteksi kerusakan 

lingkungan perlu menggunakan prosedur AMDAL, UKL, 

dan UPL. Hal ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah 

Daerah Banyuwangi dalam meminimalisir dampak 

aktivitas pertambangan yang meliputi terkait relevansi 

dan keseimbangan lingkungan hidup, menyelamatkan 

keberlangsungan lingkungan hidup, pelestarian SDA, 

hingga melindungi Kabupaten Banyuwangi dari dampak 

aktivitas yang menimbulkan pencemaran lingkungan 

(Penjelasan Perda Banyuwangi No. 4/2011). Apabila hal 

itu dilanggar, Pasal 76 Ayat (2) menjelaskan beberapa 

punishment yang dapat diterapkan salah satunya adalah 

mencaput izin aktivitasnya (Penjelasan Pasal 76 ayat 2 

UU PPLH). Hukum lingkungan perlu mendasarkan 

pemahamannya tentang pengetahuan objektif mengenai 

alam Dunia dalam ranah temporal kompleksitas yang 

mampun dicapai. Hal ini merupakan tindakan yang 

dilakukan mengidentifikasi serta memprediksi 

konsekuensi tekanan antropogenik, dengan kepastian 

yang memadai dalam merangsang masa depan. Jika hal 

itu tidak Mungkin, maka pengadilan perlu berbuat salah 

berdasarkan tindakan pencegahan dalam memberikan 

izin lingkungan (Thorén et al., 2021). 

Kerusakan lingkungan senantiasa memiliki dampak 

terhadap prinsip Sustainable Development Goals. 

Berdasarkan pada Pasal 260 Ayat (1) UU Pemda 

dijelaskan mengenai otonomi daerah. Ditinjau 

berlandaskan tugas dan fungsi, daerah memiliki 

keweangan dalam rangka membentuk Rencana 

Pembangunan daerah yang memuat unsur-unsur 

Pembangunan nasional (Penjelasan Pasal 260 ayat 1 UU 

Pemda). Kemudian pada Pasal 263 Ayat (1) dispesifikan 

bahwa pembangunan daerah terdiri dari dokumen 

RPJMD, RPJPD, dan RKPD (Penjelasan Pasal 263 ayat 

1 UU Pemda). Idealnya, muatan otonomi daerah pada 

peraturan daerah memiliki relevansi terhadap 
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kepentingan masyarakat serta dapat dilakukan 

berlandaskan asas-asas otonomi daerah. Selain itu, Perda 

tidak bertolak belakang dengan kepentingan umum, 

ketertiban umum dan norma diatasnya. Bentuk ideal 

dalam peraturan daerah pada pelaksanaan konsep 

otonomi daerah, harus memiliki prinsip transparansi dan 

partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui 

musrenbang sehingga menciptakan harmonisasi aturan 

yang tidak saling bertentangan (Bunga, 2020). 

 

Kebijakan Program Prioritas Kabupaten 

Banyuwangi Pada Aspek Lingkungan 

Berdasarkan Pasal 3 Perda Kabupaten 

Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi yang menjelaskan terkait beberapa 

komponen yang dapat dilakukan dalam melaksanakan 

perencanaan daerah dengan melakukan relevansi pada 

program nasional, merencanakan dengan para 

stakeholder, mempertimbangkan tata ruang wilayah, 

serta bertumpu pada potensi dan kodisi wilayah 

(Penjelasan Pasal 3 Perda Banyuwangi No. 9/2019). 

Yang artinya perlu selaras dengan Pasal 3 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Sehingga RPD 

dapat menyokong program Pembangunan Nasional 

(Penjelasan Pasal 3 UU SPPN). Tujuan utama dari 

Sustainable Development Goals merupakan suatu upaya 

ekskalasi kapabilitas kehidupan dan ketentraman 

masyarakat. Hal ini adalah sebuah bentuk tanggung 

jawab bersama bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, 

keberhasilan dalam program perlu memuat dukungan 

dari pemerintah daerah terkait TPB (Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan) yang secara detail 

diuraikan dalam RPJMD. Pembangunan berkelanjutan 

merupakan indikator pembangunan daerah dalam rangka 

mempertahankan indeks lingkungan hidup sebagaimana 

yang tercantum pada penyelenggaraan KLHS. Dengan 

demikian, Kabupaten Banyuwangi 

mengimpelementasikan perencanaan tahun 2022-2026. 

Berikut adalah beberapa program prioritas Kabupaten 

Banyuwangi pada sektor lingkungan hidup; 

 

 
Gambar 1. Program Prioritas Banyuwangi 

Problematika tentang lingkungan dapat diartikan 

sebagai permasalahan yang terjadi secara alamiah. Fase 

alamiah tersebut tidak memberikan konsekuensi terhadap 

tata lingkungan itu sendiri, melainkan mampu diatasi 

pada proses hemeostasi.  Namun, pada saat ini kerusakan 

memiliki beberapa faktor yang tidak mendasarkan 

terhadap proses alamiah. Hal itu dapat terjadi karena 

peristiwa yang dilakukan oleh manusia melalui beberapa 

variabel tertentu. Dalam konteks ini, Pemda mempunyai 

hak dan dituntut untuk mengambil keputusan tertentu 

terhadap aktivitas yang menciptkan kerusakan 

lingkungan. Bukan hanya Pemda, Masyarakat sipil juga 

memiliki hak untuk memberikan permohonan gugat atau 

kompensasi sebagai implikasi dari kerugiannya. Pada 

dasarnya segala temuan aktivitas perlu memiliki 

substansi serta kontribusi terhadap pembangunan 

berkelanjutan (Albert, 2019). Bentuk inovasi, mayoritas 

merupakan inovasi hijau yang memahami tantangan 

lingkungan serta tentang dengan konsekuensi sosial dan 

ekonomi. Sehingga, menguatkan sifat keterkaitan 

berdasarkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dari 

pembangunan berkelanjutan (Azmat et al., 2023). Hal ini 

tentunya harus melibatkan orientasi serta aspirasi bisnis 

dengan mengadopsi Sustainable Development Goals 

yang lebih kompleks untuk memberikan output 

berkelanjutan dan berkeadilan (Hossain et al., 2023). 

 

Sektor Pertambangan di Kabupaten Banyuwangi 

Aktivitas pertambangan adalah suatu agenda 

dalam memaksimalkan usaha ekploitasi sumber daya 

alam di Indonesia. Mulai dari pemberlakuan otonomi 

daerah, masing-masing daerah perlu memaksimalkan 

penggunaan sumber daya alam berada di daerahnya. 

Secara historis, bahan galian golongan C merupakan 

sebutan sebelum adanya perubahan. Oleh karena itu, 

sekarang mempunyai arti bahan galian batuan. Pasal 1 

angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

Tentang Mineral dan Batu Bara, mengeksplanasi secara 

definitif pertambangan merupakan fase aktivitas sebagai 

agenda investigasi, manajemen serta memuat identifikasi 

general, pencarian, kepatutan, komposisi, penggalian, 

hingga rencana setelah tambang. Secara umum, kegiatan 

pertambangan di Indonesia diklasifikasi dalam tiga jenis. 

Klasifikasi pertama yakni, kategori A, memuat 

pertambangan sentral yaitu minyak, gas alam, bitumen, 

dll. Selanjutnya, kategori B, terdiri dari mineral vital 

yaitu emas, perak, intan, dll. Yang terakhir yakni, 

kategori C, yang memuat beberapa jenis pasir, batu, dll 

(Sudrajat, 2013).  

Mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

diserahkan dari Bupati atau Walikota apabila kawasan 

tambang termasuk area kabupaten atau kota. Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) dibagikan oleh Kepada Daerah 

ketika area eksploitasi lahan berkedudukan dalam zona 

kabupaten atau kota di satu Provinsi. Menteri ESDM 

akan memberikan IUP apabila kawasan tambang berada 

di ranah Provinsi (Penjelasan Pasal 37 PP No. 77/2014). 

Pertambangan minerba diaktualisasikan atas dasar 

orientasinya sebagai upaya dalam mengimplementasikan 

strategi dalam memprioritaskan penggunaan mineral dan 
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batubara bagi kepentingan dalam negeri. Dalam hal ini, 

Banyuwangi adalah kabupaten disebut sebagai daerah 

otonom yang berada di kawasan Jawa Timur. Secara 

administratif, Kabupaten Banyuwangi mempiliki 25 

kecamatan dan 189 desa serta 28 kelurahan. Berikut 

adalah data zona tata kelola Kabupaten Banyuwangi; 

 

 
Gambar 2. Data administrasi Kab. Banyuwangi 

 

Klasifikasi wilayah suatu negara ke dalam 

(daerah besar) dan (daerah kecil) diharapkan mampu 

menciptakan bentuk otonomi daerah yang universal 

hingga memiliki potensi memunculkan kewenangan 

daerah otonom untuk menjalankan sistem pemerintahan 

dan mengelola sumber daya alam sesuai kewenangan. 

Fungsi partisipatoris penyelenggara pemerintahan dalam 

rangka melaksanakan pengorganisasian lingkungan 

hidup serta sumber daya alam mampu menciptakan 

motivasi terhadap daerah sebagai orientasi untuk 

mengekplorasi potensi kekayaan alam yang dimilikinya 

(Suhartono, 2013). Beberapa daerah Jawa timur 

memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan 

program pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah 

Kabupaten Banyuwangi.  Secara umum, Jawa Timur 

terklasifikasi pada 8 wilayah Pembangunan (WP). 

Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi 

pengembangan wilayah Pertanian tanaman pangan, 

pertambangan, industri, dll. Pertambangan menjadi salah 

satu aspek pengembangan wilayah Pembangunan (WP) 

di Kabupaten Banyuwangi. Berikut merupakan data 

terakhir yang didapatkan terkait aktivitas pertambangan 

di Kabupaten Banyuwangi; 

 

No Lokasi Tambang Jenis  

1 Desa Tamansuruh, Kecamatan Glagah Tambang Tanah Liat 

2 Desa/Kecamatan Wongsorejo Tambang Andesit 

3 Desa Tambong, Kecamatan Kabat Tambang Andesit 

4 Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Tambang Tanah Liat 

5 Desa Tambong, Kecamatan Kabat Tambang Andesit 

6 Desa Tambong, Kecamatan Kabat Tambang Andesit 

7 Desa Wonosobo, Kecamatan Srono Tambang Sirtu 

8 Desa Sragi, Kecamatan Songgon Tambang Sirtu 

9 Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu Tambang Andesit 

10 Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat Tambang Andesit 

11 Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran Tambang Emas 

12 Desa Bedewang, Balak, Kecamatan Songgon Tambang Sirtu 

Tabel 1. Data tambang berizin IUP di Banyuwangi, 2021 

 

Berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (1) PP No. 7 Tahun 1982 

menjelaskan terkait dengan pembentukan kecamatan 

songgon pada daerah tingkat II Banyuwangi, salah 

satunya adalah Desa Bedewang. Dalam hal ini, akitivitas 

Galian C Terletak di Desa Bedewang, Kecamatan 

Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Dapat diamati pada 

kolom nomor 12, di Desa Bedewang terdapat kegiatan 

usaha pertambangan (sirtu). Pada saat ini, kewajiban 

terkait aktivitas pertambangan galian batuan mengalami 

perubahan yang awalnya menjadi tupoksi dari pemda 

berganti ke pemprov diharapkan para stakeholder 

mengeliminasi terciptanya tumpang tindih kewenangan 

berdasarkan tingkatan Pemerintahan daerah kab/kota dan 

Pemerintah Provinsi lempar tanggung jawab. Sehingga, 

stakeholder dan masyarakat sipil secara universal dapat 

berpartisipasi pada aktivitas evaluasi dan pengawasan 

egenda pertambangan (Montolalu, 2017). 

 

No Gambar Keterangan 

1 

 

Gambar tersebut merupakan aktivitas pertambangan 

Sirtu yang dilakukan di Desa Bedewang, 

Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. 

Sejak periode 2021-sekarang. 
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Aktivitas pertambangan Sirtu yang diijalankan di 

Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten 

Banyuwangi. Memberikan implikasi terhadap 

lingkungan, tata ruang dan akses mobilitas 

masyarakat. Hal ini karena TJSL yang dilakukan 

tidak relevan dengan prinsip Environment 

Responsibility dan Sustainable Developtmen Goals. 

Tabel 2. Dokumentasi penulis pada tanggal 30 april 2023 

 

Berlandaskan pada aturan mengenai UU PT dan 

PP TJSL yang menjelaskan bahwa setiap perusahaan 

perlu untuk menerapkan program TJSL, PT 

diidentifikasi sebagai subjek hukum (Penjelasan Pasal 2 

PP TJSL PT). TJSL merupakan suatu tuntutan terhadap 

Perusahaan dalam memberdayakan lingkungan dan 

masyarakat lokal pada titik WIUP. Dalam implementasi 

TJSL, masyarakat akan menilai bahwa perusahaan tidak 

senantiasa berorientasi pada profit, melainkan juga 

membagikan perhatian terhadap masyarakat atau pihak 

eksternal perusahaan (Susila & Prena, 2019). Dimensi 

ekologi, sosial serta ekonomi pada wilayah pedesaan. 

Segala aspek Sustainable Development penting dan vital 

sebagai upaya untuk memberikan kesejahteraan sosial, 

khususnya di daerah pedesaan, namun di antaranya lebih 

sentral dalam mengekskalasi kebutuhan yang harus 

dipenuhi di daerah tersebut (Suárez Roldan et al., 2023).  

 

Collaborative Governance Melalui Program TJSL PT. 

AMS 

Kolaborasi dapat diartikan sebagai upay yang 

saling berhubungan berdasarkan pada orientasi awal 

kolaborasi itu dibentuk. Terciptanya sebuah kolaborasi 

didasarkan pada kesamaan pemahaman terhadap kondisi 

persoalan yang dialami. Sehingga, diutuhkan kolaborasi 

untuk berupaya mengatasi persoalan tersebut. Disamping 

hal ini, relasi antara para stakeholder sangat dibutuhkan 

dalam rangka mencetuskan suatu komitmen tinggi 

sebagai representasi dari dukungan untuk mewujudkan 

kolaborasi  (Linden, 2002).

 

Collaborative Gorvernace Keterangan 

Dasar Kolaborasi Prinsip pada dasar kolaborasi menjadi aspek fundamental 

dalam rangka mengimplementasikan suatu kolaborasi 

pada sebuah program. Hal ini diciptakan karena pada 

dasarnya Solusi akan tercipta ketika suatu program 

diaktualisasi melalui Kerjasama antar stakeholder 

(Linden, 2002). Terkait dengan hal ini, Pemerintah 

daerah Banyuwangi telah menciptakan beberapa 

program prioritas pasa aspek lingkungan, program 

tersebut juga didasarkan atas UU PPLH, UU SPPN, 

Perda N0. 4 Tahun 2011 Kabupaten Banyuwangi, dan 

Perda No. 9 Tahun 2019 Kabupaten Banyuwangi yang 

diciptakan untuk mewwujudkan kondisi lingkungan 

hidup yang baik. Dalam mendukung program pemda, 

tambang galian C PT. AMS melakukan program TJSL 

sebagai amanat pada Pasal 2 PP TJSL PT dan upaya 

untuk membentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan 

akibat dari aktivitas pertambangan. Hal itu juga 

diorientasikan sebagai salah satu cara dalam mereduksi 

pertentangan masyarakat sekitar pertambangan.  

Hubungan Dalam hal ini, prinsip pada kolaborasi dituntut untuk 

melibatkan para stakeholder yang dibutuhkan dalam 

mencapai tujuan kolaborasi. Hal ini dilakukan sebagai 

upaya kolaboratif dalam membangun kepercayaan antar 

stakeholder untuk menjawab persoalan yang ada, hal itu 

meliputi stakeholder internal hingga eksternal (Linden, 

2002). Terkait hal tersebut, setidaknya terdapat empat 

stakeholder utama pada program TJSL.  

1. Kementrian ESDM 

Yang pertama adalah kementrian ESDM, 
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berdasarkan pada fungsi dan wewenang 

kemerntian ESDM, kemetrian ini berfungsi 

dalam memberikan IUP pada Perusahaan 

pertambangan.  

2. Pemerintah Daerah Banyuwangi 

Melalui konsep desentralisasi, Pemda 

Banyuwangi memiliki wewenang dalam 

mengatur pemerintahan Kabupaten 

Banyuwangi. Hal ini didasarkan pada Perda N0. 

4 Tahun 2011 Kabupaten Banyuwangi, dan 

Perda No. 9 Tahun 2019 Kabupaten 

Banyuwangi yang diciptakan untuk 

mewwujudkan kondisi lingkungan hidup yang 

baik. Melalui Dinas Lingkungan hidup, Pemda 

Banyuwangi menciptakan setidaknya empat 

program prioritas yang memiliki korelasi 

dengan pertambangan yaitu program 

perencanaan lingkungan hidup, pengelolaan dan 

pembinaan izin lingkungan hidup, pelatihan dan 

penyuluhan lingkungan hidup, pembinaan dan 

pengawasan lingkungan hidup. 

3. Perusahaan Tambang (PT. AMS) 

Perusahaan sebagai pelaku usaha pertambangan 

berupaya untuk menciptakan siklus yang positif 

dalam mengahadapi kondisi dan potensi 

penolakan aktivitas pertambangan dengan 

melakukan cara yang dapat menciptakan 

kepercayaan kepada masyarakat sekitar. 

4. Tokoh Masyarakat 

Melalui peran tokoh masyarakat dalam hal ini 

adalah menjadi penghubung antara Perusahaan 

dan masyarakat sipil, perusahaan melakukan 

konsolidasi dan negosiasi terkait implikasi yang 

dihasilkan oleh aktivitas pertambangan serta 

kompensasi yang didapatkan oleh masyarakt 

sekitar akibat dari aktivitas pertambangan. 

Komitmen Komitmen merupakan suatu prinsip yang diciptakan oleh 

para stakeholder dalam melakukan kolaborasi. Hal ini 

sebagai Upaya untuk mempermudah dalam menciptakan 

tujuan kolaborasi. Sehingga mampu membentuk 

implikasi yang baik terhadap lingkungan (Linden, 2002). 

Mengenai hal ini, komitmen yang dilakukan oleh PT. 

AMS dalam mengimplementasikan program TJSL yaitu 

dengan cara memberikan sumbangan dana materiil pada 

tiap dusun yang dialokasikan ke ranah tempat ibadah, 

selain itu perusahaan juga bertanggung jawab atas segala 

kerusakan yang terjadi akibat dari aktivitas truk tambang 

yang bermuatan tinggi terhadap infrastruktur jalan, serta 

hasil meterial tambang sirtu yang dialokasikan pada 

kebutuhan masyarakat sebagai bahan bangunan, 

sehingga menciptakan relasi yang saling 

menguntungkan. 

Dukungan Dukungan merupakan aspek penting dalam menjalankan 

suatu program. Dengan demikian dapat memberikan 
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kepercayaan hingga para stakeholder mampu bertahan 

dalam mewujudkan tujuan program (Linden, 2002). 

Terkait dengan aktivitas pertambangan, masyarakat desa 

sepenuhnya mendukung aktivitas pertambangan selama 

Perusahaan senantiasa mampu bertanggung jawab atas 

implikasi yang dihasilkan oleh pertambangan. Dalam hal 

ini, Masyarakat hanya menentang lokasi-lokasi tambang 

illegal yang berada pada kawasan Kecamatan Songgon. 

Tabel 3. Collaborative Governance melalui program TJSL pertambangan, wawancara pada 27 april 2023 

 

Sejatinya, prinsip TJSL tidak hanya berlandaskan 

pada aturan legal formal. Implementasi TJSL juga perlu 

disupport oleh prinsip-prinsip dalam ISO26000 yang 

dinaungi oleh International Organization for 

Standardization. ISO26000 tidak hanya diperuntukan 

pada Perusahaan, tetapi juga seluruh kawasan publik 

maupun privat. Sehingga, program tersebut mampu 

diaktualisasikan oleh Institusi Pemerintah, LSM, serta 

badan bisnis lain. Hal ini dilakukan karena secara 

fundamental, setiap aktivitas yang dilakukan oleh 

Institusi Pemerintah, LSM, usaha bisnis memiliki potensi 

yang berimplikasi terhadap lingkungan sosial dan alam 

(Said, 2018). 

 

 
Gambar 3. Komitmen TJSL PT. AMS, dokumentasi pada 21 januari 2024 

 

Berdasarkan pada gambar 3, komitmen Perusahaan 

dalam mengimplementasikan prinsip TJSL diwujudkan 

dengan membenahi infrastruktur jalan yang rusak akibat 

dari aktivitas pertambangan. Hal ini dapat dilihat terkait 

perbedaan antara tabel 2 yang memuat dokumentasi pada 

tanggal 30 april 2023 dan gambar 3 yang merupakan 

dokumentasi pada tanggal 21 januari 2024. Segala 

program yang dibentuk, mempunyai orientasi dalam 

memprioritaskan masyarakat lokal sebagaimana WIUP 

yang memiliki implikasi langsung dari kegiatan 

penambangan. Aturan hukum ini lebih memfokuskan 

pada kawasan sesuai area, daripada dalam zona 

administrasi wilayah kecamatan maupun kabupaten atau 

kota. Program pemberdayaan masyarakat juga perlu 

mencermati ekosistem lingkungan (Penjelasan Pasal 8 

ayat 1 UU Minerba). Artinya perusahaan pertambangan 

perlu mengimplementasikan program pasca tambang 

yang meliputi “kegiatan tekoordinir, terstruktur, serta 

berkesinambungan dengan masa depan, dengan 

demikikan segala aktivitas pertambangan diharuskan 

untuk memperbaiki peran lingkungan serta peran sosial 

berdasarkan kondisi lokal di seluruh kawasan 

pertambangan (Penjelasan Pasal 1 ayat 27 UU Minerba). 

3.    Kesimpulan 

Berdasarkan pada pemaparan hasil dan 

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Collaborative 

Governance pada sektor pertambangan yang dilakukan 

melalui implementasi program TJSL pada Tambang 

Galian C PT. AMS di Kabupaten Banyuwangi 

melibatkan beberapa stakeholder yang meliputi 

kementrian ESDM, Pemerintah Daerah Banyuwangi, 

Dinas Lingkungan Hidup, PT. AMS, dan Tokoh 

Masyarakat. Dalam menciptakan relasi yang saling 

menguntungkan sebagaimana tujuan dari Collaborative 

Governance, Perusahaan tambang (PT. AMS) 

mengaktualisasi prinsip TJSL yang dilakukan dengan 

menerapkan beberapa program yaitu dengan 

memberikan sumbangan dana materiil pada tiap dusun 

yang dialokasikan ke ranah tempat ibadah, selain itu 

perusahaan juga bertanggung jawab atas segala 

kerusakan yang terjadi akibat dari aktivitas truk tambang 

yang bermuatan tinggi terhadap infrastruktur jalan, serta 

hasil meterial tambang sirtu yang dialokasikan pada 

kebutuhan masyarakat sebagai bahan bangunan, 

sehingga menciptakan relasi yang saling 

menguntungkan. Program ini didukung oleh masyarakat 

sipil, masyarakat desa sepenuhnya mendukung aktivitas 
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pertambangan selama perusahaan senantiasa mampu 

bertanggung jawab atas implikasi yang dihasilkan oleh 

pertambangan. Dalam hal ini, Masyarakat hanya 

menentang lokasi-lokasi tambang illegal yang berada 

pada kawasan Kecamatan Songgon. 

Adapun saran dari peneliti, PT. AMS perlu 

memberikan perlindungan bagi lingkungan sekitar yang 

berdampak dari aktivitas pertambangan. Sehingga, 

orientasi TJSL tidak hanya sekedar memberikan bantuan 

dana materiil kepada Masyarakat, namun juga 

mempertimbangkan kondisi ekosistem lingkungan 

didalamnya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini 

berlum sempurna sehingga membutuhkan peran bagi 

peneliti lain untuk menyempurnakan dengan meneliti 

terkait tentang efektifitas TJSL melalui Collaborative 

Governance yang dilakukan oleh PT. AMS. 
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